BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal

mengenai Urgensi Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang Pengungsi Berkaitan
dengan Pemberian Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu:

1. Dalam hal upaya penaganan pengungsi, berdasarkan Perpres Nomor
125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,
peran Indonesia sebagai negara transit hanya sebatas Penemuan,
Penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Indonesia
tidak memiliki kewenangan dalam memberikan suaka kepada
pengungsi yang ada di Indonesia. Hal ini terkendala oleh belum
diratifikasinya perjanjian dan protokol internasional mengenai status
pengungsi. Sebagai Negara transit, Indonesia hanya mengakui 2 dari 3
solusi jangka panjang dalam penanganan pengungsi internasional,
yakni pemulangan pengungsi ke negara asalnya secara sukarela, dan
penempatan di wilayah negara ketiga.

2. Ratifikasi merupakan wujud perlindungan nyata terhadap pengungsi
dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi dimana hal ini telah
diamanatkan dalam konstitusi, yakni dalam pembukaan dan BAB XA
dimulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ratifikasi juga merupakan
tindak lanjut dari pemenuhan hak setiap orang untuk bergerak dan

meninggalkan negaranya sendiri demi mendapatkan kemanan terhadap



diri dan harta bendanya sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hak
Sipil dan Politik yang mana konvensi ini telah diratifikasi oleh
Indonesia. Hingga saat ini hukum positif Indonesia yang mengatur
tentang penanganan pengungsi hanya Perpres Nomor 125 Tahun 2016.
Namun Perpres tersebut dirasa belum cukup untuk memenuhi
kebutuhan pengaturan akan penanganan pengungsi. Ditambah lagi
adanya pelanggaran yang diamanatkan dalam peraturan tersebut.
Dimana Perpres tersebut mengatur adanya pemulangan (Refoulement)
bagi pengungsi yang tidak mendapatkan suaka atau perlindungan dari
negara pihak ketiga yang melanggar prinsip non-refoulement . Oleh
karena itu diperlukan ratifikasi perjanjian internasional mengenai
Status Pengungsi beserta Protokol tambahannya.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, penulis memiliki
beberapa saran yang dapat diaplikasikan lebih lanjut baik dalam perlindungan
pengungsi di Indonesia, maupun dalam langkah-langkah peratifikasian Konvensi
dan Protokol internasional mengenai pengungsi terkait perlindungan pengungsi di
Indonesia, adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Dalam penanganan pengungsi yang ada, seharusnya Indonesia tidak hanya
bekerja Sama dengan organisasi internasional, adanya badan-badan amal
maupun pribadi lokal yang berkemungkinan memberikan bantuan dalam
membantu penanganan pengungsi dapat terhambat dengan adanya
ketentuan ini. Selain itu, dalam hal Indonesia belum juga dapat

meratifikasi Perjanjian dan Protokol yang ada, seharusnya Indonesia



membuat sebuah peraturan yang memungkinkan para pilantropis yang ada
di negara Indonesia untuk menjadi sponsor atau pihak yang mendanai
pengungsi di Indonesia dan dapat berkedudukan secara sah di Indonesia.
Sebenarnya dalam hal peratifikasian sebuah peraturan internasional,
khususnya perjanjian pengungsi ini, yang menjadi hambatan terbesar bagi
negara adalah bukan karena masalah perekonomian atau mengenai status
negara berkembang yang masih disandang negara, karena banyak negara
berkembang yang sudah meratifikasi perjanjian ini. Hal terbesar yang
harus diperhatikan pemerintah adalah kondisi sosiologis masyarakat
Indonesia, apakah sudah siap menerima kedatangan pengungsi yang sudah
tentu memiliki banyak perbedaan dengan warga negara Indonesia pada
umumnya. Adanya edukasi lebih lanjut dan sosialisasi dari pemerintah
sebelum meratifikasi sangat dibutuhkan dalam mendukung suksesnya
ratifikasi dan penerapan secara langsung di Indonesia.

Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi mengenai Status Pengungsi
Tahun 1951 dan Ptotokol mengenai Status Pengungsi Tahun 1967.
Ratifikasi bertujuan agar meningkatkan peran nyata Indonesia dalam
penanganan pengungsi di dunia. Setelah ratifikasi dilakukan diharapkan
Indonesia dapat memenuhi segala hal yang menjadi hak pengungsi secara
menyeluruh khususnya terhadap 3 prinsip dasar yang dimiliki para
pengungsi. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan sejalan dengan
amanat pembukaan UUD 1945 dan sifat politik luar negeri Indonesia
yakni bebas dan aktif dan perlindungan hak asasi manusia, seharusnya

Indonesia bisa berbuat lebih dalam penanganan pengungsi tidak hanya



sebatas sebagai negara transit. Indonesia bisa menjadi negara tujuan utama
bagi para pengungsi yang ada, mengingat potensi dan kesempatan

Indonesia yang cukup begitu baik.



